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A. [bookmark: _Toc509876345]Kesimpulan
Berdasarkan Rumusan Masalah dan Pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka kesimpulan yang didapatkan penulis adalah:
1. Saat ini laut perbatasan khususnya Indonesia-Filipina menjadi wilayah yang sangat strategis oleh pembajak untuk menjalankan aksinya tanpa memandang suku, agama, kewarganegaraan dari korban. Dalam hukum Internasional pembajakan dilaut diatur dalam ketentuan Pasal 100 sampai 107 UNCLOS 1982, sedangkan mengenai armed robbery at sea diatur dalam ketentuan konvensi Roma 1988, dalam Pedoman IMO, konvensi SUA Pasal 3 dan 6 dan KUHP Pasal 438, 439, 440 . Menurut prinsip teritorial, kejahatan pembajakan yang terjadi di dalam wilayah teritorial negara merupakan suatu tindakan yang tunduk di wilayah suatu negara, hal ini berarti bahwa Filipina dapat menerapkan hukumnya terhadap kejahatan di dalam wilayah yurisdiksinya yaitu dengan melakukan pembebasan sandera dengan operasi militer dikarenakan Abu Sayyaf merupakan kelompok hibrida yang tidak hanya melakukan kejahatan pembajakan saja tetapi juga terorisme dan terdapat yurisdiksi lain yang berkepentingan yaitu yurisdiksi personal Indonesia, sehingga Indonesia tidak dapat menerapkan yurisdiksinya di wilayah teritorial negara Filipina. 
2. Bahwa negara Indonesia sebagai negara asal dari 10 orang ABK yang diculik oleh Kelompok Abu Sayyaf, berkewajiban untuk bertanggung jawab terhadap warga negaranya yang mengalami masalah diluar negeri. Kejahatan Pembajakan yang dilakukan oleh Kelompok Abu Sayyaf bukan merupakan pembajakan biasa tetapi telah berkembang menjadi kejahatan pembajakan dengan penculikan untuk mendapatkan uang tebusan sehingga, perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan mengenai International Convention Against The Taking of Hostages 1979. Berdasarkan Draft Article ILC mengenai diplomatic protection bentuk tanggung jawab yang dapat dilakukan oleh Indonesia adalah :
a. Negosiasi
Negosiasi dalam arti untuk meredam konflik melalui jalan damai yaitu dengan cara membayar uang tebusan kepada Kelompok Abu Sayyaf untuk membebaskan 10 ABK yang diculik demi keamanan dan keselamatan korban.
b. Operasi Militer
Operasi militer membutuhkan penyesuaian dengan keadaan, dapat dilakukan dengan menggabungkan kekuatan militer Indonesia dan Filipina. 
c. Diplomasi Total
Pemerintah melalui perwakilannya di Filipina melakukan komunikasi secara intensif dengan presiden Filipina dan melakukan negosiasi dengan pendekatan keagamaan bersama dengan wakil Indonesia yaitu Kivlan Zein, Gubernur Sulu serta Ahmad Baidowi untuk dalam rangka untuk membebaskan 10 warga negara Indonesia yang dijadikan sandera oleh Abu Sayyaf tanpa melanggar ketentuan hukum internasional.
B. [bookmark: _Toc509876346]Saran
Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang telah diaparkan sebelumnya penulis merasa perlu untuk memberikan saran untuk kelengkapan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini. Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah agar Indonesia untuk meratifikasi instrumen hukum Internasional yang berkaitan dengan kejahatan di laut seperti SUA dan International Convention Against The Taking of Hostages 1979 agar Indoenesia dapat melaksanakan yurisdiksinya diluar wilayah teritorial serta menjaga kapal beserta warga negaranya yang dalam keadaan dibajak. 
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